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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perlindungan Hak Anak berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dilihat 

dari sejarahnya Hak Asasi Manusia mulai ada sejak, Magna Carta (1215) yang 

merupakan Konstitusi Inggris dimana didalamnya mengamanatkan 

Perlindungan Hak-hak atau Kebebasan Individu (Bill Of Right). Seorang filsuf 

Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah 

(natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, 

hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang 

sipil (pribadi) dan politik.
1
 

Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa 

penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi 

Prancis. Hak-Hak Asasi Manusia Internasional merupakan ideology universal 

pertama di dunia. Cita-cita agama, politik, filsafat, dan ekonomi memiliki 

penganutnya di berbagai bagian dunia, akan tetapi hak-hak asasi manusia 

merupakan sebuah gagasan yang sekarang ini telah diterima di seluruh dunia.
2
 

Suatu hak yang di miliki manusia hanya di karenakan dia seorang 

manusia merupakan pengertian dari Hak Asasi Manusia. Seorang manusia 

dapat memiliki hak asasi manusia ini bukan di karenakan telah di berikan 

kepada mereka oleh masyarakat maupun dari suatu hukum positif, melainkan 

karena martabatnya sebagai manusia.
3
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Penegakkan Hukum HAM di tingkat Internasional tidak dapat di lepaskan 

dari PBB. PBB memiliki peran sentral maupun kontribusi yang sangat penting 

bagi pelindungan dan penghormatan tehadap HAM di dunia. Menurut Thomas 

Buergenthal, hal tersebut secara historis terlihat dari upaya-upaya yang telah 

dilakukan oleh PBB berkaitan dengan perkembangan hukum HAM 

internasional modern seperti:
4
 dalam pembentukan norma (the normative 

fondation), pada tahap pertama ini proses dimulai dengan berlakunya Piagam 

PBB dan berlanjut paling tidak hingga disahkannya “Universal Declaration of 

Human Rights” tahun 1948 dan dua konvenan (ICCPR dan ICESCR) tahun 

1966. Tahap kedua, pembentukan kelembagaan (institution building), pada 

tahap ini evolusi hukum HAM internasional dimulai pada akhir tahun 1960-an 

dan berlanjut hingga 15 sampai 20 tahun berikutnya. Periode ini biasa disebut 

sebagai „”the era of institutional building”. Selama kurun waktu itu terdapat 

perkembangan didalam kerangka PBB. Tahap ketiga, implementasi dan pasca 

era perang dingin (the post-cold war world), pada tahap ini institusi-institusi 

yang diciptakan ada tahap kedua tidak berfungsi secara penuh hingga 

pertengahan sampai akhir tahun 1980-an, ketika institusi tersebut mulai 

memfokuskan diri pada tindakan-tindakan yang efektif untuk menjamin 

ketaatan negara tehadap kewajiban- kewajiban internasionalnya. Proses ini 

berlanjut hingga sekarang.
5
 

PBB terdiri atas enam principal organ (organ utama) yakni Majelis Umum 

(General Assembly) yang beranggotakan semua negara anggota, kemudian 
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Dewan Keamanan, Dewan Ecosoc, dan Dewan Perwalian. Dewan Perwalian 

hanya terdiri atas beberapa negara yang ditunjuk dan dua organ lainnya, yaitu 

ICJ dan Sekretariat merupakan organ yang sifatnya individual. Dari enam 

organ tersebut Dewan Keamanan memegang peranan politik yang paling 

dominan. Disamping keenam organ utama, PBB dalam melakukan aktivitasnya 

didukung oleh specialized agencies atau lembaga-lembaga khusus yang 

membawahi bidang�bidang tertentu, salah satunya adalah International 

Labour Organization (ILO).
6
  

International Labour Organization (ILO) merupakan satu-satunya 

organisasi perburuhan internasional bertanggung jawab atas program 

perlindungan hak-hak pekerja yang dewasa ini sering terjadi pelanggaran hak-

hak perkerja termasuk kecelakaan-kecelakaan atau penyakit yang timbul dari 

kurangnya tingkat keamanan dan perhatian terhadap kesehatan perkerja. 

Adapun motivasi dari ILO sesuai dengan Konstitusi ILO Tahun 1919 yakni 

pertama dari pendirian ILO adalah murni masalah kemanusiaan yang 

terinspirasi oleh kondisi pekerja, eksploitasi pekerja tanpa memperhatikan 

kesehatan serta keluarganya;
7
 Motivasi kedua adalah bersifat politis, tanpa 

perbaikan kondisi pekerja yang jumlahnya terus bertambah sebagai hasil 

industrialisasi akan menimbulkan ketidaktentraman atau ketegangan sosial 

yang pada akhirnya harmoni dan kedamaian dunia akan terusik;
8
 Motivasi 
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ketiga sifatnya ekonomi, hal ini merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai 

biaya produksi.
9
 

Organisasi Buruh Internasional atau yang dikenal juga dengan sebutan 

ILO, telah banyak menerbitkan beberapa konvensi mengenai perburuhan tidak 

terkecuali mengenai pekerjaan dengan mengunakan tenaga kerja anak, yang 

mana dalam konvensi ini secara tegas menyatakan untuk menghapuskan 

bentuk-bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak, sebagaimana hal ini 

ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran 

dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 

anak, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 182 

Tahun 1999 tersebut, yang menjelaskan: 

1. Setiap Anggota wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk 

memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini 

dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, termasuk ketentuan dan 

penerarapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya. 

2. Setiap Anggota wajib, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan 

dalam menghapuskan kerja anak, mengambil tindakan yang efektif dan 

terikat waktu untuk: 

(a) mencegah pengunaan anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja 

anak; 

(b) memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk 

membebaskan anak-anak dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan 

rehabilitasi serta integrasi sosial mereka; 

(c) menjamin tersedianya pendidikan dasar secara cuma-cuma, dan bila 

mungkin dan sesuai; pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah 

dibebaskan dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak; 

(d) mengidentifi kasi dan menjangkau anak-anak beresiko khusus; dan 

(e) memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan. 

3. Setiap anggota wajib menunjuk pihak berwenang yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang memberlakukan Konvensi 

ini.. 

 

Menurut ILO pekerja anak merupakan anak yang berkerja pada semua 

jenis perkerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, 
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intelektual dan moral.
10

 Pekerja anak merupakan salah satu isu global yang 

menyangkut masalah hak asasi manusia. Fenomena adanya pekerja anak 

merupakan suatu gambaran betapa kompleksnya dan rumitnya suatu 

permasalahan yang berkaitan dengan anak. Banyak dari anak-anak ini yang 

beresiko terperangkap dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.  

Menurut ILO terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah anak 

berusia 5 hingga 11 tahun yang menjadi pekerja anak, yang saat ini berjumlah 

lebih dari setengah dari total angka global. Jumlah anak berusia 5 hingga 17 

tahun dalam pekerjaan berbahaya yang didefinisikan sebagai pekerjaan yang 

mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral mereka telah 

meningkat sebanyak 6,5 juta menjadi 79 juta sejak 2016.
11

 

Laporan itersebut imemperingatkan ibahwa iadanya itambahan isembilan 

juta ianak iyang isecara iglobal iberisiko iterdorong imasuk imenjadi ipekerja 

anak ipada iakhir itahun i2022 isebagai iakibat idari ipandemi. iSebuah imodel 

simulasi imenunjukkan ijumlah iini idapat imeningkat imenjadi i46 ijuta ijika 

mereka itidak imemiliki iakses iterhadap iperlindungan isosial iyang ipenting.
12

 

Tambahan iberupa iguncangan iekonomi idan ipenutupan isekolah iakibat 

iCOVID-19 imembuat ianak-anak iyang isudah imenjadi ipekerja ianak 

imungkin iakan ibekerja ilebih ilama iatau iakan ibekerja idalam ikondisi iyang 

isemakin iburuk, isementara ilebih ibanyak ilagi iyang imungkin iterpaksa 

iharus imenjadi ipekerja ianak idalam ibentuk-bentuk iterburuk ikarena 
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ihilangnya ipekerjaan idan ipendapatan idari ipara ikeluarga iyang irentan. 

iAdapun ibeberapa itemuan ikunci ilainnya idalam ilaporan iini itermasuk:
13

 

1. Sektor ipertanian imenyumbang i70 ipersen ianak imenjadi ipekerja ianak 

(112 ijuta) idiikuti ioleh i20 ipersen idi ibidang ijasa i(31,4 ijuta) idan i10 

persen idi iindustri i(16,5 ijuta). 

2. Hampir i28 ipersen ianak iberusia i5 ihingga i11 itahun idan i35 ipersen 

anak, iberusia i12 ihingga i14 itahun iyang imenjadi ipekerja ianak, itidak 

bersekolah. 

3. Pekerja ianak ilebih ibanyak imenimpa ianak ilaki-laki idibandingkan ianak 

perempuan ipada isetiap iusia. iKetika ipekerjaan irumah itangga iyang 

dilakukan isetidaknya i21 ijam iper iminggu idiperhitungkan, ikesenjangan 

gender idalam ipekerja ianak imenjadi imenyempit. 

4. Maraknya ipekerja ianak idi idaerah ipedesaan i(14 ipersen) ihampir itiga 

kali ilebih itinggi idibandingkan idi idaerah iperkotaan i(5 ipersen). 

Negara iThailand i imelarang ianak iberusia idi ibawah i15 itahun iuntuk 

bekerja, iserta imelarang ianak iberusia idi ibawah i18 itahun iuntuk melakukan 

pekerjaan iberbahaya. iKementerian iTenaga iKerja iThailand itidak isecara 

khusus imencantumkan ipemrosesan imakanan ilaut isebagai ipekerjaan 

berbahaya, itetapi ipara iaktivis ihak ianak imengatakan ipekerjaan iini imasuk 

dalam ikategori itersebut. iDua ipengacara iketenagakerjaan imengatakan 

bahwa ibahaya iatau itidak isepenuhnya itergantung ipada iapa isebenarnya 

yang idikerjakan.
14

 

Meski iada ilarangan imempekerjakan iburuh ianak, isaat iini iterdapat 

sedikitnya i177.000 ianak iberusia iantara i5 ihingga i17 itahun iyang ibekerja 

sebagai iburuh idi iThailand, itiga iperempatnya ibekerja idi ilingkungan 

pekerjaan iyang idikategorikan iberbahaya.
15
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Negara Indonesia tidak luput dari maraknya pekerja anak, menurut Data 

survei ekonomi nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2019, menunjukkan ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berumur 10-17 tahun. 

adapun faktor pendorong terbesar anak-anak memasuki dunia kerja, adalah 

untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, bahkan ada anak yang 

menjadi tulang punggung keluarga.   

Berdasarkan data yang penulis input dari situs Badan Pusat Statistik 

Nasional menunjukan data persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun yang 

bekerja menurut jenis kelamin, periode 2018-2020, yaitu dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Jenis iKelamin 2018 2019 2020 

Laki-laki 2,97 % 2,73 % 3,34 % 

Perempuan 2,24 % 1,96 % 3,16 % 

Laki-laki + Perempuan 2,61 % 2,35 % 3,25 % 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional
 16

 i 

Sehingga iberdasarkan iuraian idiatas imenggambarkan imasih imasifnya 

pekerja ianak idi idunia, ihal iini ijelas iakan imengganggu itumbuh ikembang 

mereka iyang ipada idasarnya ianak iadalah ianugerah idari ituhan idan isudah 

sepatutnya imemperoleh ikasih idan isayang idari ikedua iorang, ibukan 

dijadikan isebagai ialat iuntuk imemenuhi ikebutuhan ikeluarga. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul “KAJIAN 
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YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK MENURUT 

CONVENTION INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION NOMOR 

182 TAHUN 1999 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA” 

B. Rumusan iMasalah 

1. Untuk Menganalisa Pengaturan  Mengenai Perlindungan Hukum terhadap 

Pekerja Anak di Indonesia Menurut Convention International Labour 

Organization Nomor 182 Tahun 1999. 

2. Untuk Menganalisa Implementasi Convention International Labour 

Organization Nomor 182 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pekerja Anak 

di Indonesia 

C. Tujuan iPenelitian 

1. Untuk iMenganalisa iPengaturan iMengenai iPerlindungan iHukum 

iterhadap iPekerja iAnak idi iIndonesia iMenurut iConvention iInternational 

iLabour iOrganization iNomor i182 iTahun i1999. 

2. Untuk iMenganalisa iImplementasi iConvention iInternational iLabour 

iOrganization iNomor i182 iTahun i1999 itentang iPerlindungan iPekerja 

iAnak idi iIndonesia. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis ipenelitian iyang idigunakan iadalah ipenelitian ihukum inormatif. 

Penelitian iyang iakan idilakuakan ipenulis ilebih imenekankan ikepada 

bahan ipustaka, iyakni imenggunakan iberbagai idata isekunder iseperti 

peraturan iperundang-undangan, ikeputusan ipengadilan, iteori ihukum, idan 
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dapat iberupa ipendapat ipara isarjana, yang bersangkutan mengenai kasus 

yang ditangani.
17

 

2. Sumber iData i 

Dalam ipenelitian i iini isumber idata iyang idigunakan iadalah idata 

isekunder. iData isekunder iyaitu, idata iyang idiperoleh idari ibahan 

ikepustakaan iyang itermasuk idalam idata isekunder iyaitu:
18

 

a. Bahan iHukum iPrimer i 

Bahan iHukum iPrimer iyaitu ibahan ihukum iyang imengikat iyang 

membuat iorang itaat idan imematuhinya, iseperti iundang-undang idan 

perjanjian iinternasional iyang iterdiri idari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 

2) Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 

3) Convention on the Rights of the Child tahun 1989 

4) Keputusan Presiden RI Nomor  36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention on the Rights of the Child 

5) Convention International Labour Organization Nomor 182 Tahun 

1999 

6) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional 

7) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO 

Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate 

                                                           
17

 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 
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Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour ( 

Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). 

8) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 

9) Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi 

Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak 

10) Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak 

11) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

12) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

b. Bahan iHukum iSekunder 

Bahan ihukum isekunder idari idokumen iyang itidak iresmi, publikasi 

tersebut iterdiri idari ibuku-buku iteks iyang imembicarakan isuatui 

permasalahan ihukum idan ijurnal-jurnal ihukum, ipublikasi itersebut 

menjadi ipetunjuk iatau ipenjelasan imengenai ibahan ihukum iprimer 

dan ibahan ihukum isekunder iyang iberasal idari iensiklopedia, ijurnal 

hukum, idan isebagainya. 

c. Bahan iHukum iTersier 
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Bahan ihukum itersier ipenulis ilebih imencari idari ibahan iyang 

memberikan ipetunjuk imaupun ipenjelasan iterhadap ibahan ihukum 

primer idan isekunder iseperti iensiklopedia, idan iindeks ikomulatif. 

3. Teknik iPengumpulan iData 

Teknik ipengumpulan idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini 

adalah istudi idokumen.Studi idokumen imerupakan iteknik ipengumpulan 

data idengan icara imempelajari ibahan ikepustakaan iatau iliteratur-literatur 

yang iada, iterdiri idari iperundang-undangan, idokumen-dokumen, ibuku-

buku, ijurnal ihukum iyang iberkaitan idengan imasalah iyang iakan iditeliti 

penulis. iBahan idan iliteratur iyang idipakai iberkaitan idengan ikasus 

hukum iyang isedang ipenulis ianalisa.
19

 

4. Analisis iData 

Data iyang idiperoleh ikemudian idianalisis idengan imenggunakan 

analisis ikualitatif, idengan icara imenjabarkan isecara irinci ikenyataan atau 

keadaan iatas isuatu ipermasalahan iyang ipenulis ianalisa idalam ibentuk 

kalimat iguna imemberikan igambaran ilebih ijelas iterhadap ipermasalahan 

yang idiajukan isehingga imemudahkan iuntuk iditarik ikesimpulan.
20
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